
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.1781, 2017 KEMEN-LHK. Jabatan Fungsional. Penyuluh 

Kehutanan. Stankom. Perubahan.  

 

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 

 REPUBLIK INDONESIA 

                           NOMOR P.62/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP  

DAN KEHUTANAN NOMOR P.37/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2016  

TENTANG STANDAR DAN UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL  

PENYULUH KEHUTANAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a.  bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 

P.37/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2016 tentang Standar 

dan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Penyuluh 

Kehutanan, diatur uji kompetensi jabatan fungsional 

penyuluh kehutanan ditujukan kepada pegawai negeri 

sipil yang akan naik jenjang jabatan fungsional penyuluh 

kehutanan setingkat lebih tinggi; 

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (1) huruf e, 

Pasal 76 ayat (1) huruf e, Pasal 78 ayat (1) huruf e dan 

Pasal 79 ayat (1) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 11 

Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, 

pegawai negeri sipil yang akan diangkat dalam jabatan 

fungsional keahlian dan/atau keterampilan melalui 

pengangkatan pertama dan melalui perpindahan dari 

jabatan lain wajib mengikuti dan lulus uji kompetensi 
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teknis, kompetensi manajerial dan kompetensi sosial 

kultural sesuai dengan standar kompetensi yang telah 

disusun oleh instansi pembina; 

c. bahwa pegawai negeri sipil yang akan diangkat pertama 

kali dalam jabatan fungsional penyuluh kehutanan 

sebagaimana dimaksud dalam huruf b, wajib mengikuti 

dan lulus uji kompetensi teknis dan kompetensi 

manajerial yang diselenggarakan oleh lembaga sertifikasi 

profesi; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu 

menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 

P.37/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2016 tentang Standar 

dan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Penyuluh 

Kehutanan; 

 

Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang 

Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 

Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3419); 

2. Undang-UndangNomor 41 Tahun 1999 tentang 

Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- 

Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang 

Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412); 

3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem 

Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan  

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
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Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4660); 

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5494); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang 

Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan 

atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 

tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 

Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5121); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037); 

8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 8); 

9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2013 
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tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan dan 

Angka Kreditnya(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2013 Nomor 1096); 

10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 713); 

11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Nomor P.25/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2017 tentang 

Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil 

dalam Jabatan Fungsional Binaan Kementerian 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Penyesuaian 

(Inpassing) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 568); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN 

KEHUTANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR 

P.37/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2016 TENTANG STANDAR 

DAN UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH 

KEHUTANAN. 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Lingkungan 

Hidup dan Kehutanan Nomor 

P.37/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2016 tentang Standar dan 

Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 579), 

diubah sebagai berikut: 

 

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 

berbunyi sebagai berikut: 
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Pasal 4 

(1) Standar kompetensi jabatan fungsional penyuluh 

kehutanan digunakan sebagai: 

a. pedoman penyusunan materi uji untuk 

pengangkatan melalui penyesuian (inpassing) 

dan kenaikan jenjang jabatan Penyuluh 

Kehutanan; 

b. pembinaan dan pedoman dalam peningkatan 

kinerja; dan 

c. penyusunan kurikulum diklat berbasis 

kompetensi. 

(2) Standar kompetensi jabatan fungsional penyuluh 

kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 

huruf a, meliputi: 

a. kompetensi manajerial; dan 

b. kompetensi teknis.  

(3) Standar kompetensi jabatan fungsional penyuluh 

kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

disusun berdasarkan jenjang jabatan. 

(4) Jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(3) meliputi: 

a. jabatan penyuluh kehutanan tingkat 

keterampilan; dan 

b. jabatan penyuluh kehutanan tingkat keahlian. 

(5) Jenjang jabatan fungsional penyuluh kehutanan 

tingkat keterampilan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (4) huruf a meliputi:  

a. jabatan fungsional penyuluh kehutanan 

pemula;  

b. jabatan fungsional penyuluh kehutanan 

terampil;  

c. jabatan fungsional penyuluh kehutanan mahir; 

dan 

d. jabatan fungsional penyuluh kehutanan 

penyelia. 
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(6) Jenjang jabatan fungsional penyuluh kehutanan 

tingkat keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat 

(4) huruf b meliputi: 

a. jabatan fungsional penyuluh kehutanan ahli 

pertama;  

b. jabatan fungsional penyuluh kehutanan ahli 

muda;  

c. jabatan fungsional penyuluh kehutanan ahli 

madya; dan 

d. jabatan fungsional penyuluh kehutanan ahli 

utama. 

 

2. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 

Pasal 7 

Peserta uji kompetensi jabatan fungsional penyuluh 

kehutanan terdiri atas: 

a. pegawai negeri sipil dari jabatan lain yang akan 

diangkat pertama kali dalam jabatan fungsional 

penyuluh kehutanan; dan 

b. pejabat fungsional penyuluh kehutanan yang akan 

naik jenjang jabatan fungsional setingkat lebih 

tinggi. 

 

3. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 

Pasal 8 

(1) Peserta uji kompetensi sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 7 huruf a, harus melaksanakan 

kegiatan yang dipersyaratkan pada standar 

kompetensi teknis sesuai dengan jenjang jabatan 

yang akan diduduki paling sedikit 2 (dua) tahun 

dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir. 

(2) Peserta uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 

huruf b, harus memiliki angka kredit paling sedikit 
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75% (tujuh puluh lima persen) dari angka kredit 

yang dipersyaratkan untuk kenaikan jenjang jabatan 

diatasnya dan melakukan kegiatan yang 

dipersyaratkan pada standar kompetensi teknis 

sesuai dengan pemaketan kompetensi. 

(3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dan ayat (2), peserta uji kompetensi harus 

memenuhi persyaratan lain untuk dapat diangkat 

dalam jabatan fungsional penyuluh kehutanan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

 

4. Ketentuan ayat (1) Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 

berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 9 

(1) Penyelenggaraan uji kompetensi penyuluh 

kehutanan dilaksanakan pada: 

a. lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan; atau 

b. lingkup organisasi perangkat daerah provinsi 

atau kabupaten/kota. 

(2) Penyelenggara uji kompetensi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: 

a. menyusun materi uji;  

b. melakukan uji; dan 

c. mengolah dan menetapkan hasil uji.  

(3) Penyelenggara uji kompetensi penyuluh kehutanan 

dilakukan oleh asesor dan dapat dibantu oleh tenaga 

ahli dibidang penyuluhan kehutanan. 

(4) Asesor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus 

memiliki sertifikat kompetensi yang masihberlaku. 

(5) Penyelenggaraan uji kompetensi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 2 

(dua) kali dalam 1 (satu) tahun pada setiap jenjang 

jabatan. 
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5. Ketentuan ayat (1) Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 

berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 11 

(1) Penyelenggara uji kompetensi Penyuluh Kehutanan 

lingkup organisasi perangkat daerah provinsi atau 

kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 9 ayat (1) huruf b dapat dilaksanakan oleh: 

a. instansi kepegawaian ditingkat daerah provinsi 

atau kabupaten/kota; atau 

b. lembaga yang dibentuk pemerintah untuk 

menangani uji kompetensi di daerah.  

(2) Dalam hal lembaga yang menangani uji kompetensi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b belum 

terbentuk, penyelenggaraan uji kompetensi dapat 

bekerja sama dengan Lembaga Uji Kompetensi 

Sumber Daya Manusia Aparatur Lingkungan Hidup 

dan Kehutanan. 

 

6. Ketentuan ayat (5) Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 

berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 15 

(1) Calon peserta uji kompetensi yang berasal dari unit 

kerja lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan yang telah memenuhi persyaratan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, diusulkan 

oleh pimpinan unit kerja calon peserta kepada 

Sekretaris Direktorat Jenderal/Sekretaris Badan 

yang mengurusi jabatan fungsional penyuluh 

kehutanan. 

(2) Sekretaris Direktorat Jenderal/Sekretaris Badan 

yang menangani fungsional penyuluh kehutanan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan 

verifikasi terhadap usulan calon peserta uji 

kompetensi. 
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(3) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 

diajukan kepada Kepala Biro Kepegawaian dan 

Organisasi sebagai dasar penetapan calon peserta uji 

kompetensi. 

(4) Penetapan calon peserta uji kompetensi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan 

kepada Lembaga Uji Jabatan Fungsional Sumber 

Daya Manusia Aparatur Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan dengan tembusan Kepala Badan 

Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia Kementerian Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan.  

(5) Calon peserta uji kompetensi yang berasal dari 

organisasi perangkat daerah yang telah memenuhi 

persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, 

diusulkan oleh pimpinan unit kerja calon peserta 

kepada instansi kepegawaian ditingkat daerah 

provinsi atau daerah kabupaten/kota atau lembaga 

yang dibentuk pemerintah untuk menangani uji 

kompetensi di daerah. 

(6) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (5), instansi kepegawaian tingkat daerah 

provinsi atau daerah kabupaten/kota atau lembaga 

yang dibentuk pemerintah untuk menangani uji 

kompetensi di daerah melakukan verifikasi dan 

menetapkan calon peserta uji kompetensi dengan 

tembusan kepada Kepala Badan Penyuluhan dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 

 

7. Ketentuan huruf a Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 

berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 19 

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku: 

a. penyuluh kehutanan yang akan mengikuti uji 

kompetensi kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih 
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tinggi dan telah memperoleh sertifikat kompetensi 

yang dinyatakan masih berlaku oleh lembaga 

sertifikasi profesi atau lembaga uji kompetensi yang 

sah, dibebaskan dalam uji kompetensi sesuai 

dengan unit kompetensi yang telah disertifikasi; 

b. jenjang jabatan fungsional penyuluh kehutanan 

pelaksana disetarakan dengan jenjang jabatan 

fungsional penyuluh kehutanan terampil;  dan 

c. jenjang jabatan fungsional penyuluh kehutanan 

pelaksana lanjutan disetarakan dengan jenjang 

jabatan fungsional penyuluh kehutanan mahir. 

 

8. Ketentuan Lampiran I diubah sehingga menjadi 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Menteri ini. 

 

9. Ketentuan Lampiran II diubah sehingga menjadi 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Menteri ini. 

 

Pasal II 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia.  

  

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 7 Desember 2017 

 

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN 

KEHUTANANREPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd 

 

SITI NURBAYA 

 

Diundangkan di Jakarta  

pada tanggal 13 Desember 2017 

 

DIREKTUR JENDERAL  

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  

REPUBLIK INDONESIA, 

 

              ttd 

 

WIDODO EKATJAHJANA 
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